
 

 
 

BUPATI ACEH JAYA 
PROVINSI ACEH 

PERATURAN BUPATI ACEH JAYA 

NOMOR  36 TAHUN 2019 

 

TENTANG 
 

PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA 
KABUPATEN ACEH JAYA TAHUN ANGGARAN 2019 

 

BUPATI ACEH JAYA, 
 

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7 Qanun Kabupaten 
Aceh Jaya Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Jaya Tahun Anggaran 
2019, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran 

Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh 
Jaya Tahun Anggaran 2019; 

 

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi 

dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3312) 

sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 12 
Tahun 1994 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 
12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569); 

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang 

Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, 
Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 3851); 

3. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pembentukan 

Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten 
Aceh Jaya, Kabupaten Nagan Raya dan Kabupaten Aceh 
Tamiang di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 17, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4179); 

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan 
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4286); 

5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan 

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 
Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4355); 



6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan 
Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400); 

7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem 

Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); 

8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan 
Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);  

9. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan 

Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 
62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4631); 

10. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah 
dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5049); 

11. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495); 

12. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5187) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir 
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang 
Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 

tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5679); 

13. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang 
Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502), 
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah 

Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan 
Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan 

Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5340); 

14. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana 
Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4575);  

15. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem 

Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah 

diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 
tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 

Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155); 



16. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan 
Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614); 

17. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan 

Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Pemerintah, 
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah 
kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi 

Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Masyarakat 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693); 

18. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar 
Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5165); 

19. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 
Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5272); 

20. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana 
Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja 

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 
Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir 

dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang 
Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 

2014 tentang Dana Desa yang Bersumber Dari Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Negara(Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5694); 

21. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak 

Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan 
Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 6057); 

22. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan 
Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2018 Nomor 33); 

23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang 

Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah 
diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam 
Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas 

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang 
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; 

24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang 
Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang 
Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 

sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan 
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 123 Tahun 2018 
tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Menteri Dalam 

Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian 
Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik 
Indonesia Tahun 2018 Nomor 465); 



25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 38 Tahun 2018 tentang 
Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Daerah Tahun Anggaran 2019; 

26. Qanun Kabupaten Aceh Jaya Nomor 9 Tahun 2009 tentang 
Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah 

Kabupaten Aceh Jaya Tahun 2009 Nomor 9); 
27. Qanun Kabupaten Aceh Jaya Nomor 2 Tahun 2017 tentang 

Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan 

Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Jaya (Lembaran Kabupaten 
Aceh Jaya Tahun 2017 Nomor 2, Tambahan Lembaran 
Kabupaten Aceh Jaya Nomor 33); 

28. Qanun Kabupaten Aceh Jaya Nomor 4 Tahun 2018 tentang 
Pemerintahan Gampong (Lembaran Kabupaten Aceh Jaya 

Tahun 2018 Nomor 4, Tambahan Lembaran Kabupaten Aceh 
Jaya Nomor 42); 

29. Qanun Kabupaten Aceh Jaya Nomor 5 Tahun 2018 tentang 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Jaya 
Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Kabupaten Aceh Jaya Tahun 

2018 Nomor 5); 
30. Qanun Kabupaten Aceh Jaya Nomor 11 Tahun 2019 tentang 

Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh 

Jaya Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Kabupaten Aceh Jaya 
Tahun 2019 Nomor 11); 

31. Peraturan Bupati Aceh Jaya Nomor 119 Tahun 2018 tentang 

Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh 
Jaya Tahun Anggaran 2019 (Berita Kabupaten Aceh Jaya 

Tahun 2018 Nomor 119) sebagaimana telah diubah beberapa 
kali terakhir dengan Peraturan Bupati Aceh Jaya Nomor 26 
Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Bupati 

Aceh Jaya Nomor 119 Tahun 2018 tentang Penjabaran 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Jaya 

Tahun Anggaran 2019 (Berita Kabupaten Aceh Jaya Tahun 
2019 Nomor 26); 
 

MEMUTUSKAN : 
 

Menetapkan : PERATURAN BUPATI ACEH JAYA TENTANG PENJABARAN 
PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA 

KABUPATEN ACEH JAYA TAHUN ANGGARAN 2019. 

Pasal 1 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Jaya Tahun Anggaran 2019 semula 
berjumlah Rp.963.081.285.564,00,- Bertambah sejumlah Rp.45.814.931.468,28,- 
sehingga menjadi Rp.1.008.896.217.032,28,- dengan rincian sebagai berikut : 

 
1. Pendapatan 

a. Semula   ............................  Rp. 941.996.880.997,46,- 
b. Bertambah/(Berkurang)  ...  Rp.      9.512.578.511,44,- 
 Jumlah Pendapatan setelah Perubahan  ....................  Rp. 951.509.459.508,90,- 

 
2. Belanja 

a. Semula   ............................  Rp.  963.081.285.564,00,- 
b. Bertambah/(Berkurang)  ...  Rp.      45.814.931.468,28,- 
 Jumlah Belanja setelah Perubahan  ...........................  Rp. 1.008.896.217.032,28,- 
 Surplus (Defisit) setelah Perubahan  ...................  Rp. (57.386.757.523,38),- 

 



3. Pembiayaan 
 a. Penerimaan 

 1) Semula   ........................  Rp. 26.429.864.686,54,- 
 2) Bertambah/(Berkurang) Rp. 36.540.650.338,84,- 
 Jumlah Penerimaan setelah Perubahan  ....................   Rp. 62.970.515.025,38,- 

 
b. Pengeluaran 
 1) Semula   ........................  Rp. 5.345.460.120,00,- 
 2) Bertambah/(Berkurang) Rp. 238.297.382,00,- 
 Jumlah Pengeluaran setelah Perubahan   ..................  Rp.  5.583.757.502,00,- 

   
 Jumlah Pembiayaan Neto setelah Perubahan   ...  Rp.  57.386.757.523,38,- 
 
 Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran  
 setelah Perubahan  .............................................  Rp. -            ,- 

 
 

Pasal 2 

 
Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Jaya 

Tahun Anggaran 2019 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dirinci lebih lanjut 
padal Lampiran I, Lampiran II, Lampiran III dan Lampiran IV yang merupakan 
bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. 

 
Pasal 3 

 
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 

Bupati ini dalam Berita Kabupaten Aceh Jaya. 
 
 Ditetapkan di  Calang 

 pada tanggal 13 September 2019 M                     
   13 Muharram 1441 H 

 
 BUPATI ACEH JAYA, 
 

 Cap/Dto 
 
 T. IRFAN TB 

 Diundangkan di  Calang 
 pada tanggal 13 September 2019 M 

   13 Muharram 1441 H 

 SEKRETARIS DAERAH 

 KABUPATEN ACEH JAYA, 
 
                          Cap/Dto 
 

 
 M U S T A F A 

 
 
 
 
 
 
BERITA KABUPATEN ACEH JAYA TAHUN 2019 NOMOR 36  


